
1. Minimnya personil petugas pembimbing kemasyarakatan, dengan 

jumlah terbatas dibandingkan dengan beban tugas dan wilayah kerja 

dirasakan sangat kurang sekali.

2. Hubungan tenaga pembimbing Bapas yang belum kuat dengan aparat 

penegak hukum lain, termasuk instansi pemerintah (Departemen 

Sosial).   

3. Masalah klasik lain yang menimpa Bapas adalah soal dana untuk 

mendukung kegiatan teknis di lapangan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan secara 

maksimal diharapkan, para penegak hukum tidak terlalu kaku dalam 

menerapkan aturan hukum. dan lebih ditingkatkan koordinasi dan 

kerja sama antar institusi penegak hukum.

2. Dengan semakin meningkatnya tindak pidana anak di masa 

mendatang maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas di 

lapangan, di perlukan penambahan personil fungsional Bapas dan 

peningkatan dana operasional .
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